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Menimbang: a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Peru mahan
Dan Permukiman sebagimana telah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

PekeIjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan

Permukiman, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan

kembali;
b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan dalam

rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47

Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Sumbawa

Barat;
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Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 );

8. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
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dan NomenklaturKodesifikasiKlasifikasi,ten tang

Indonesia Nomor 4340)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (LembaranNegara Republik Indonesi Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

1. a 1 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik

lndone ia Tahun 1945·,
2. Undang-Undang Nomor 30 Tah un 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Republik,

Menginga
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 a rat
(2),Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang

perencanaan, pembangunan dan penataan bangunan gedung sarana
prasarana air minum dan air limbah;

Pasal32

2. Ketentuan Pasal32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
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berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
dan secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas.

(2)Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan teknis bidang pembangunan dan penataan bangunan gedung,
sarana prasarana air minum dan air limbah .

Kepala Bidang yangolehdipimpin(1)Bidang Cipta Karya

Pasal31

1. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Permukiman diubah sebagai
berikut:

enetapkan: PERATURAN BUPATI TE T G PERUBAHAN AT S PERATURJ -

BUPATI OMOR 47 TAHU 2019 TE T G KED D;KA:·

SUSU AN ORGANISASI TUGAS D FU GSI SERTA

MEMUTUSKAN:

II Tahun 20 6 tentang Pembentukan dan Sus an Perangka

Daerah (Lembaran Daerah Kab paten Sumba 'a Barat all

2019 ornor 7)'

R- G

S A ~
KERJA DI AS PEKERJAAN UMUM PE

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATE

BARAT.
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pembangunan dan penataan bangunan gedung, sarana prasarana air
minum dan air limbah ;

c. mengoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan,

pembangunan dan penataan bangunan gedung, sarana prasarana air
minum dan air limbah;

d. mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan,

pembangunan dan penataan bangunan gedung, sarana prasarana air
minum dan air limbah;

e. memimpin pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, pembangunan

dan penataan bangunan gedung, sarana prasarana air minum dan air
limbah;

f. menyusun dan menyebarluaskan norma, standar, prosedur dan

kriteria di bidang penataan bangunan gedung, sarana prasarana air
minum dan air limbah;

g. melaksanan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan

pembinaan teknis bidang penataan bangunan gedung saran a prasarana
air minum dan air Iimbah;

perencanaan,

Rincian Tugas KepalaBidangCipta Karyasebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
b. memverifikasi bahan kebijakan telmis bidang

Pasal33

3. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal33 berbunyi sebagai berikut :

perencanaan, pembangunan dan penataan bangun n gedung, sarana
prasarana air minum dan air limbah:,

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan

dan penataan bangunan gedung, sarana prasarana air minum dan air
limbah;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang

perencanaan, pembangunan dan penataan bangunan gedung sarana

prasarana air minum dan air limbah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

bidangknik bij I np laks naanb. pengkoordinasjan
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perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam

penyelenggaraan bangunan gedung;
g. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Penataan

Bangunan Gedung;
h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

peraturanpelaksanaanterhadappengawasanf. melaksanakan

e. memverifikasi produk perencanaan teknis bangunan gedung
sebagai bahan pengesahan IzinMendirikanBangunan (1MB);

pengawasan dic. melaksanakan kegiatan pembangunan dan
bidang bangunan gedungdan fasilitas umum;

d. menyusun harga standar bangunan gedungnegara (HSBGN);

Rincian tugas Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung adalah sebagai

berikut:
a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Penataan Bangunan

Gedung;
b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat

konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis

penataan bangunan gedung;

Pasal37

4. Ketentuan Pasal37 diubah, sehingga Pasal37 berbunyi sebagai berikut :

dengan tugas dan fungsinya.

Bidangprogram dan kegiatan

wajibminimal (SPM) yangh. menerapkan standar . 1pe ayanan
dilaksanakan di bidang Cipta Karya;

1. mengkoordinasikan pelaksanaan

Cipta Karya;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

k.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
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BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR

SEKRETARIS DAERAH
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Diundangkan di Taliwang
pada tanggal ' 2021

tiap 0" g mengetahuinya, memerintahka pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat.

Peratu an B ti iupa immulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal IT


